| SALINAN |

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34-5614 Tahun 2016 telah dilakukan Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun
2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan
dan Energi karena bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan

umum,;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34-9011 Tahun 2016 telah dilakukan Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya karena
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;



Mengingat

C.

: 1.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34-6099 Tahun 2016 telah dilakukan Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
188.34-4900 Tahun 2016 telah dilakukan Pembatalan
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil karena bertentangan
dengan Pasal 79 A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

bahwa untuk melakukan pembatalan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan
Pertambangan dan Energi, Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya, Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Pencatatan Sipil.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4900
Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Pencatatan Sipil,;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5614
Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-6099
Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9011
Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Menetapkan :

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN
2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI, PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA,
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Daerah ini 4 (empat) Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19
Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan
Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2007 Nomor 19);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008

Nomor 4);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya
Nomor 23); dan



d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Bbiaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
(Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya
Nomor 43).

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala
peraturan dan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara mutatis mutandis dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Juni 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 5 Juni 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
dto
LELIARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 3
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